BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1.

PAD (X1) dari inferensialnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Belanja Modal (Z) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT, semakin
tinggi PAD yang dihasilkan maka semakin memungkinkan daerah mampu
memenuhi belanjanya sendiri terkhususnya belanja modal.

DBH (X?) dari inferensialnya tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap Belanja Modal (Z) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT,
semakin tinggi DBH tidak mempengaruhi meningkatnya Belanja Modal.
DAU (X3) dari inferensialnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Belanja Modal (Z) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT,
meningkatnya DAU akan meningkatkan Belanja Modal karena DAU yang
digunakan untuk pembangunan di daerah.

DAK (Xs) dari inferensialnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Belanja Modal (Z) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT, semakin
tinggi DAK yang dialokasikan kepada daerah digunakan daerah untuk
belanja modal sehingga belanja modal pun mengalami peningkatan.
Belanja Modal (Z) dari inferensialnya berpengaruh positif dan signifikan

terhadap IPM (Y) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT, semakin
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10.

11.

tinggi belanja modal maka akan meningkatkan IPM karena belanja modal
tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan manusia demi tercapainya
kesejahteraan.

PAD (Xy) dari inferensialnya tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap IPM (Y), semakin tinggi PAD yang dihasilkan daerah tidak
meningkatkan IPM.

DBH (X2) dari inferesialnya tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap IPM (Y) ), meningkatnya DBH tidak mempengaruhi peningkatan
IPM.

DAU (X3) dari inferesialnya tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap IPM (Y) ), meningkatnya DAU tidak mempengaruhi peningkatan
IPM.

DAK (X4) dari inferesialnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap
IPM (Y), semakin tinggi DAK akan mempengaruhi peningkatan IPM karena
DAK dialokasikan untuk peningkatan kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
Pengaruh tidak langsung PAD (X1) terhadap IPM melalui Belanja Modal
(2) dari inferensialnya PAD tidak berpengaruh positif terhadap IPM melalui
Belanja Modal, pengalokasian PAD melalui belanja modal tidak
meningkatkan IPM karena belanja modal memiliki pengaruh langsung
terhadap IPM. Belanja modal bertujuan untuk pembangunan maka
pengaruh secara langsung terhadap IPM lebih tinggi.

Pengaruh tidak langsung DBH (X2) terhadap IPM melalui Belanja Modal

dari inferensialnya DBH berpengaruh positif terhadap IPM melalui Belanja
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Modal, pengalokasian DBH melalui belanja modal akan meningkatkan
IPM.

12. Pengaruh tidak langsung DAU (X3) terhadap IPM melalui Belanja Modal
dari inferensialnya DAU tidak berpengaruh positif terhadap IPM melalui
Belanja Modal, DBH yang dialokasikan melalui belanja modal tidak
meningkatkan IPM karena belanja modal memiliki pengaruh langsung
terhadap IPM. Belanja modal bertujuan untuk pembangunan maka
pengaruh secara langsung terhadap IPM lebih tinggi.

13. Pengaruh tidak langsung DAK (X4) terhadap IPM melalui Belanja Modal
dari inferensialnya DAK tidak berpengaruh positif terhadap IPM melalui
Belanja Modal, DAK yang dialokasikan melalui belanja modal tidak
meningkatkan IPM karena belanja modal memiliki pengaruh langsung
terhadap IPM. Belanja modal bertujuan untuk pembangunan maka
pengaruh secara langsung terhadap IPM lebih tinggi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut saran yang

dapat diberikan untuk berbagai pihak:

a) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT
1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu Pemerintah untuk

meningkatkan sumber penerimaan daerah peningkatan layanan publik
berupa kesehatan, pendidikan dan ekonomi sehingga kualitas

pembangunan manusianya meningkat.
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2.

IPM Provinsi NTT berada pada kategori sedang, Kota Kupang berada
pada kategori tinggi sedangkan terdapat 5 Kabupaten yang berada pada
kategori rendah yaitu Kabupaten Sabu Raijua, Malaka, Sumba Tengah,
Manggarai Timur dan Alor. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ada
ketimpangan pembangunan, Pemerintah diharapkan agar lebih
memperhatikan kebutuhan di daerah seperti Air bersih, Transportasi,
Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan dan Perawat), Rumah sakKit,
Pendidikan (Guru, Gedung sekolah, Buku, Fasilitas Pendidikan, Mutu
Pendidikan). Diharapkan agar pembangunan setiap daerah benar-benar
merata dan tidak ada lagi daerah prioritas atau daerah bukan prioritas,
dan tidak ada lagi daerah tertinggal atau daerah yang maju karena 21
Kabupaten dan 1 Kota merupakan bagian Provinsi NTT.

Diharapkan dapat meningkatkan lagi PAD dengan menggali sumber-
sumber pendapatan yang potensial, lebih meningkatkan penerimaan
daerah dengan menghitung potensi PAD yang riil yang dimiliki daerah;
Daerah memiliki pendapatan DBH walaupun jumlah pendapatannya
kecil dibandingkan sumber pendapatan lainnya, namun diharapkan agar
daerah dapat lebih memperhatikan potensi pendapatan dan
meningkatkan upaya pemanfaatan dan pengelolaan baik dalam sektor
pajak maupun sumber daya alam guna peningkatan DBH.

DAU yang dialokasikan kepada pemerintah daerah agar dimanfaatkan

secara optimal dan tepat sasaran agar dapat benar-benar bermanfaat bagi
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pembangunan daerah sehingga dapat berdampak pada pembangunan
manusia yang unggul.

. Pemerintah daerah diharapkan agar mengalokasikan DAK lebih efektif
dan diutamakan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, dapat
membantu berkembangnya perekonomian di daerah sehingga
berdampak pada pembangunan manusia.

. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT agar lebih
meningkatkan pelayanan publik dalam bentuk Belanja Modal yang
merupakan salah satu sarana penunjang dan juga merupakan stimulus
yang akan berpengaruh terhadap pembangunan.

. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian
sejenis, dengan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat
mempengaruhi perkembangan IPM seperti Pertumbuhan Ekonomi,
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau variabel lainnya karena
diduga dapat memberikan hasil yang berbeda. Hal itu di sebabkan oleh
kenyataan bahwa setiap sumber penerimaan daerah memiliki
sensitivitas yang berbeda-beda terhadap faktor uji, sehingga bisa
mendapatkan hasil yang lebih baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
digunakan sebagai tolok ukur dan tambahan referensi dalam penelitian
berikutnya dengan menambah periode penelitian, misalnya sepuluh

tahun.
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